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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR : 03/Kpts/KPU-Kota-031.436741/TAHUN 2017 

TENTANG 

PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM 
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG  

TAHUN ANGGARAN 2017  

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG, 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi,  Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Satuan Tugas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 

2004 ... 
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2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang  

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5246); 

  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4450); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4890); 

9. Peraturan ... 
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  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5135); 

  10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan 

Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP; 

  11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan  Umum, Badan 

Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 

11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Kode Etik Penyelenggra Pemilu; 

  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 

2010; 

  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 

2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 

  14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

 Pemilihan ... 
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Pemilihan Umum Provinsi,  Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

  15.  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

443/Kpts/KPU Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA 

TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN SATUAN 

TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN 

INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 

ANGGARAN 2017 

KESATU :   Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 

Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini. 

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini. 

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kota 

Tanjungpinang yang bersumber dari APBN Tahun 

Anggaran 2017 dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

KEEMPAT ... 
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

berakhir tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan 

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

penetapannya maka akan dilakukan perbaikan 

seperlunya. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ditetapkan di Tanjungpinang, 

pada tanggal 01 Maret 2017                               
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN 
UMUM KOTA TANJUNGPINANG, 

 

ttd 
 

ROBBY PATRIA 
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SUSUNAN KEANGGOTAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG 

TAHUN ANGGARAN 2017 

 

NO NAMA JABATAN 
KEDUDUKAN DALAM 

SATUAN TUGAS 

1. Robby Patria, S.E., M.Pd 
Ketua KPU  

 

Pengarah 
 

2. Drs. H. Muhammad Djuhari 
Anggota KPU  

3. Zulkifli Riawan, S.E 
Anggota KPU  

4. Muhammad Yusuf, H.M, M.Ed 
Anggota KPU  

5. Dewi Haryanti, S.H, M.H 
Anggota KPU  

6. 
Drs. Abdul Basyid, M.H 

NIP. 1961115 198703 1 016 
Sekretaris KPU Penanggungjawab 

7. 
Resti Helfia, S.E 

NIP. 19810911 200902 2 010  

Kepala Sub Bagian 
Keuangan, Umum 

dan Logistik 

Ketua 

8. Seluruh personil 

Komisioner, 
Sekretaris, 

Kasubbag dan Staf 

Sekretariat  

Tim Kerja 

LAMPIRAN  I 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR : 03/Kpts/KPU-Kota-

031.436741/TAHUN 2017 

TENTANG  PENETAPAN SATUAN TUGAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 

(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KOTA 

TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 

2017 
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9. 
Erny Simatupang, S.H. 

NIP. 19801112 200912 2 003 
Kasubbag Hukum 

Sekretariat 

10. 
Lilis Handayani 

NIP. 19840511 200701 2 003 

Penginventaris 

Barang dan Alat 
Tulis Kantor 

11. 
Tri Sapardi, A.Md 

NIP. 19791230 200912 1 002 
Penyusun Program 

dan Anggaran 

12. 
Okky Syahputra 

NIP. 19830628 200604 1 008 

Pengadministrasi 

Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Tanjungpinang, 

pada tanggal 01 Maret 2017                               
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN 
UMUM KOTA TANJUNGPINANG, 

 

ttd 
 

ROBBY PATRIA 
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URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2017 
 
 

No. JABATAN TUGAS 

1. Pengarah 

 

1. Memberikan arahan kebijakan kepada 

Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan 

SPIP di Lingkungan KPU Kota 

Tanjungpinang; 

2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus 

menerus untuk memberikan keyakinan yang 

memadai untuk tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien, kehandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara dan ketaatan pada 

peraturan perundang-undangan.  

 

2. Penanggungjawab 

 

1. Menciptakan dan memelihara lingkungan 

pengendalian yang menimbulkan prilaku 

positif dan kondusif untuk penerapan SPIP 

di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang; 

2. Memantau sistem pengendalian intern di 

lingkungan KPU Kota Tanjungpinang.  

 

 

LAMPIRAN  II 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR : 03/Kpts/KPU-Kota-

031.436741/TAHUN 2017 

TENTANG  PENETAPAN SATUAN TUGAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 

(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KOTA 

TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 

2017 
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3. Ketua 

 

1. Menyusun dan menerapkan aturan prilaku 

di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang; 

2. Menyelenggarakan rapat rutin untk 

membaahas tentang pelaksanaan dan 

penerapan SPIP di lingkungan KPU Kota 

Tanjungpinang; 

3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang 

sehat tentang pembinaan sumber daya 

manusia di lingkungan KPU Kota 

Tanjungpinang. 

 

4. Tim Kerja 

 

1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di 

lingkungan KPU Kota Tanjungpinang; 

2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian 

sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan 

sifat dari tugas KPU Kota Tanjungpinang. 

 

5. Sekretariat 

 

1. Menyelenggarakan administrasi ssemua 

kegiatan satuan tugas, meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan 

maupun tata kearsipan yang diperlukan; 

2. Membantu dan mendampingi satuan tugas 

dalam segenap kegiatan penyelenggaraan 

SPIP; 

3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-

bahan lainnya yang diperlukan; 

4. Membuat laporan kegiatan satuan tugas 

secara berkala kepada penganggungjawab.  

 

 
 

 

Ditetapkan di Tanjungpinang, 
pada tanggal 01 Maret 2017                               

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN 
UMUM KOTA TANJUNGPINANG, 

 
ttd 

 

ROBBY PATRIA 


